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RINGKASAN 
 

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI 
JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS 

 
Oleh: 

Nur Syahnas Nasyaya1, Rachmadi Usman2 
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

 
Penelitian ini mengkaji aspek hukum pengalihan hak atas merek terdaftar melalui 
transaksi jual-beli, dengan fokus pada identifikasi hak-hak yang beralih terutama 
hak ekonomi dan hak moral serta bentuk perjanjian yang digunakan, baik berupa 
akta notaris maupun perjanjian di bawah tangan. Dalam praktik bisnis, merek tidak 
hanya berfungsi sebagai identitas dagang tetapi juga sebagai aset tidak berwujud 
yang memiliki nilai ekonomi strategis. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 memperbolehkan pengalihan merek melalui berbagai cara, ketentuan 
mengenai bentuk perjanjian yang digunakan dan pengakuan terhadap hak moral 
belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian 
hukum. 
 
Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan dengan praktik di negara 
lain, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian di bawah tangan meskipun sah, 
memiliki kelemahan dalam kekuatan pembuktian dan tidak menjamin perlindungan 
terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, akta notaris sebagai akta autentik memiliki 
kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar sah untuk proses pencatatan di 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Studi kasus terhadap sengketa 
merek seperti Gajah Duduk dan Bikers Brotherhood MC menunjukkan bahwa 
pengalihan yang tidak disertai pencatatan atau hanya didasarkan pada dokumen 
informal dapat menimbulkan sengketa kepemilikan dan melemahkan posisi hukum 
pemilik baru. 
 
Temuan penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa penggunaan akta notaris 
yang disertai pencatatan administratif merupakan mekanisme paling efektif dalam 
menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak atas merek. Selain itu, penting 
bagi setiap perjanjian pengalihan untuk mencantumkan klausul perlindungan 
terhadap reputasi dan integritas merek guna mengakomodasi keberadaan hak moral 
yang masih belum terakomodasi secara optimal dalam sistem hukum nasional. 
Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap 
pelaku usaha serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.  

 
1 NIM. 2320216320005 
2 Pembimbing 
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PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI 
JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS 

 
ABSTRACT 

 
By: 

Nur Syahnas Nasyaya3, Rachmadi Usman4 
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University 

 
Keywords: 
Trademark transfer, notarial deed, economic rights, moral rights, private agreement, 
DJKI, legal certainty, intellectual property law. 
 

The transfer of registered trademark rights is a significant aspect of 
intellectual property law and modern commercial transactions. Trademarks act both 
as trade identifiers and as intangible assets of substantial economic and reputational 
value. In Indonesia, the absence of clear regulatory provisions on the form of 
transfer agreements and the protection of moral rights creates legal uncertainty and 
opens the door to potential disputes. 

This study provides an in-depth analysis of the types of rights transferred in 
trademark transactions—focusing on economic and moral rights—and critically 
examines the legal instruments used, specifically notarial deeds versus private 
agreements, in providing legal certainty for the parties involved. Employing a 
normative juridical and comparative approach, the research draws on relevant 
legislation, legal doctrine, comparative practices, and case studies such as Gajah 
Duduk and Bikers Brotherhood MC. 

The findings indicate that private agreements, although legally recognized, 
have significant weaknesses regarding evidentiary strength and protection against 
third-party claims. Notarial deeds, on the other hand, offer stronger evidentiary 
value and serve as a more robust basis for registration with the Directorate General 
of Intellectual Property (DJKI). The study concludes that trademark transfer 
agreements should include explicit provisions to safeguard the brand’s reputation 
and moral rights, in order to enhance legal certainty and minimize the risk of future 
disputes. 

 

 
3 NIM. 2320216320005 
4 Pembimbing 
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PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI 
JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS 

 
ABSTRAK 

 
Oleh: 

Nur Syahnas Nasyaya5, Rachmadi Usman6 
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

 
Kata Kunci: 
Pengalihan hak atas merek, akta notaris, hak ekonomi, hak moral, perjanjian di 
bawah tangan, DJKI, kepastian hukum, hukum kekayaan intelektual. 
 

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan aspek penting dalam hukum 
kekayaan intelektual dan transaksi komersial modern. Merek berfungsi tidak hanya 
sebagai penanda dagang, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki 
nilai ekonomi dan reputasi yang signifikan. Di Indonesia, belum adanya ketentuan 
hukum yang jelas mengenai bentuk perjanjian pengalihan serta perlindungan hak 
moral menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya 
sengketa di masa mendatang. 

Penelitian ini memberikan analisis mendalam terkait jenis-jenis hak yang 
dialihkan dalam transaksi merek dengan fokus pada hak ekonomi dan hak 
moralserta mengkaji secara kritis instrumen hukum yang digunakan, khususnya 
akta notaris dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, dalam memberikan 
kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif 
dan perbandingan, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, 
doktrin hukum, praktik perbandingan, serta studi kasus seperti sengketa merek 
Gajah Duduk dan Bikers Brotherhood MC. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan, meskipun 
diakui secara hukum, memiliki kelemahan signifikan dalam hal kekuatan 
pembuktian dan perlindungan terhadap klaim pihak ketiga. Sebaliknya, akta notaris 
menawarkan nilai pembuktian yang lebih kuat dan menjadi dasar yang lebih kokoh 
untuk pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa perjanjian pengalihan hak atas merek sebaiknya memuat 
ketentuan eksplisit untuk melindungi reputasi dan hak moral atas merek, guna 
meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa di masa depan.  

 
5 NIM. 2320216320005 
6 Pembimbing 
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